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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan    

rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2020 ini tepat pada 

waktunya. 

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Banjarbaru 

menguraikan capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru dalam tahun 2020 

yang terdiri dari keberhasilan yang telah dicapai dan pertanggungjawaban 

terhadap beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal sebagaimana 

tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai 

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. 

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini, Pengadilan 

Agama Banjarbaru memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan 

transparan tentang kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2020, sehingga pihak-

pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan penilaian secara tepat, 

serta menentukan langkah yang dapat diambil dalam rangka peningkatan kinerja 

pada masa yang akan datang. 

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan 

kontribusi terbaik, Pengadilan Agama Banjarbaru akan terus berupaya 

membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar 

kepercayaan publik terhadap dunia peradilan semakin meningkat.  

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan kepada seluruh 

TIM yang ditunjuk dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga 

LkjIP Tahun 2020 ini tersaji dengan baik, dengan harapan semoga menjadi amal 

saleh di sisi Allah SWT dan semoga bermanfaat untuk pelaksanaan tugas serta 

menjadi pemicu semangat dalam memacu kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru 

ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. 

 

Banjarbaru, 25 Januari 2021 
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru 
 

 

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. 
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A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI 

 

Reformasi sistem peradilan membawa dampak perubahan yang 

mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. 

Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang yang berperan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai kawal depan Mahakmah 

Agung RepubIik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI 

berdasarkan pasal 2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan salah 

satu pelaksana  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang 

– undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 

tentang perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari’ah. 

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, 

khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa 

perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

 BAB I PENDAHULUAN 
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Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung. 

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, 

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

untuk  masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang 

sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan 

demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan 

peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai 

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 

 

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang 

berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang 

merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan 

Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah 

Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi 

Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung. 
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Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

Pengadilan Agama  Banjarbaru  adalah  Pengadilan Agama Kelas II, 

merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan 

Agama Banjarbaru terletak di Jalan Trikora Provinsi Kalimantan Selatan, 

memiliki  wilayah hukum terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 20 Kelurahan, 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Kecamatan Cempaka (4 Kelurahan) 

 Kelurahan Palam 

 Kelurahan Bangkal 

 Kelurahan Cempaka 

 Kelurahan Sungai Tiung 

2. Kecamatan Banjarbaru Selatan (4 Kelurahan) 

 Kelurahan Guntung Paikat 

 Kelurahan Kemuning 

 Kelurahan Loktabat Selatan 

 Kelurahan Sungai Besar 

3. Kecamatan Banjarbaru Utara (4 Kelurahan) 

 Kelurahan Komet 

 Kelurahan Loktabat Utara 

 Kelurahan Mentaos 

 Kelurahan Sungai Ulin 

4. Kecamatan Landasan Ulin (4 Kelurahan) 

 Kelurahan Guntung Payung 

 Kelurahan Guntung Manggis 

 Kelurahan Landasan Ulin Timur 

 Kelurahan Syamsudin Noor 

5. Kecamatan Liang Anggang (4 Kelurahan) 

 Kelurahan Landasan Ulin Barat 

 Kelurahan Landasan Ulin Tengah 
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 Kelurahan Landasan Ulin Selatan 

 Kelurahan Landasan Ulin Utara 

 

2. TUGAS POKOK 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 

beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 

Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah, sebagaimana diatur pada pasal 1 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

 

3. FUNGSI 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan 

Agama Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali 

biaya perkara); 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam 

pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian 

harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama 

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam 

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan 

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan 

terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; 
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C. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Banjarbaru 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 

tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Kepaniteraan terdiri dari : 

Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda 

Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, sedang 

Kesekretariatan terdiri Sekretaris, dibantu 3 Kasubbag (Kasubbag 

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan). 

1. Kepaniteraan 

Kepaniteraan pada Pengadilan Agama mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, 

Kepaniteraan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data 

perkara, dan transparansi perkara; 

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan 

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 

f. pelaksanaan mediasi; 

g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama. 

 

Kepaniteraan Pengadilan Agama, terdiri atas:  

(a)  Panitera Muda Permohonan 

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan 
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administrasi perkara di bidang permohonan. 

Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Permohonan 

menyelenggarakan fungsi: 

 pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara 

permohonan; 

 pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 

 pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama; 

 pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 

dan diminutasi; 

 pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 

pihak yang tidak hadir; 

 pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 

kasasi dan peninjauan; 

 pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan 

perkara permohonan; 

 pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 

 pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan 

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 

penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; 

 pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

 pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

 pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

(b)  Panitera Muda Gugatan 

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perkara di bidang gugatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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100, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi : 

 pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara 

gugatan; 

 pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 

 pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan melalui Panitera; 

 pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 

dan diminutasi; 

 pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 

pihak yang tidak hadir; 

 pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan 

perkara gugatan; 

 pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

 pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon 

kasasi dan termohon peninjauan kembali; 

 pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan 

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan 

Mahkamah Agung; 

 pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

 pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

 pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

 pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

 pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.  
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(c)  Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan 

pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;pelaksanaan 

penyajian statistik perkara; 

 Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor 

Wilayah Kementerian Agama; 

 pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

 pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip 

perkara; 

 pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan 

berkas perkara; 

 pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan- bahan 

yang berkaitan dengan transparansi perkara; 

 pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan 

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

2. Kesekretariatan 

Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.  

Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang 

Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, 

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan 

Pengadilan Agama. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 

309, Kesekretariatan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan 

anggaran; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
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c. pelaksanaan urusan keuangan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan 

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama. 

 

Kesekretariatan Pengadilan Agama, terdiri atas: 

(a). Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, 

program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, 

serta pelaksanaan  pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan. 

(b). Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 

(c). Subbagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta 

pengelolaan keuangan. 

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Banjarbaru 

sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut : 

1. Ketua 1 orang 

2. Wakil Ketua 1 orang 

3. Hakim 6 orang 

4. Panitera 1 orang 

5. Sekretaris 1 orang 

6. Panitera Muda 3 orang 

7. Panitera Pengganti 8 orang 

8. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang 

9. Kasubbag 3 orang 

10. Staf 3 orang 
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Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Banjarbaru 

saat ini beberapa bagian masih belum ideal terutama kurangnya komposisi 

staf dalam unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Sebagaimana diatur 

dalam Buku I Mahkamah Agung RI  tentang Administrasi Perencanaan, Pola 

Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi 

Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan 

dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Prototype 

Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan  Gedung  

Kantor  dan  Rumah  Jabatan  Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI 

dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas II  terdiri 

dari: 

1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 12 orang Hakim termasuk 

Wakil ketua. 

2. Seorang Panitera, Sekretaris, seorang Wakil Panitera, 3 sub 

Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda 

dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian. 

3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera  Pengganti, 

4. Tiga orang Jurusita dan maksimum 6 orang Jurusita  Pengganti; 

5. Enam orang pegawai pada unit/urusan perkara. 

6. Ketatausahaan terdiri dari 26 orang termasuk 5 sopir, 6 Juru ketik, 5 

pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang  kebun. 

 

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas II idealnya  

sebanyak 79 orang. Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama 

Banjarbaru, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 



 

Pengadilan Agama Banjarbaru 

 
11 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Memberikan   pelayanan   teknis  yustisial  dan   administrasi  kepaniteraan   

bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan  eksekusi. 

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur 

dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian 

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama 

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur 

dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai 

dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah 

diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun 

hijriyah. 

Pengadilan Agama Banjabaru pada tahun 2020 menerima perkara 

sebanyak 774 perkara. Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya 

manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap 

tahunnya, cukup ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan 

organisasinya. Hal ini menjadikan  tantangan bagi Pengadilan Agama 

Banjarbaru untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan 

dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi 

Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. 

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, 
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Pengadilan  Agama Banjarbaru telah menetapkan visi ” TERWUJUDNYA 

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU YANG AGUNG”. 

dengan misi: 

1. Meningkatnya proses Pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

 

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarbaru didasarkan 

pada permasalahan/isu utama (strategic issued) : 

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien; 

2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam 

prosedur administrasi perkara; 

3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara; 

4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar; 

5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan; 

6. Optimalisasi fungsi ”One Stop Service” bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan 

rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarbaru yang mencakup 

tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama 

Banjarbaru. 

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan 

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan 

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. 

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja 

Pengadilan Agama Banjarbaru dalam satu tahun anggaran sebagaimana 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian 

tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat 

kinerja yang dicapainya. 
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D. ASPEK STRATEGIS 

Pengadilan Agama Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

organisasi, selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan 

tersebut dianalisa menggunakan metode SWOT yaitu mengarahkan analisis 

strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu 

berupa: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats), yang merupakan hal kritis segera 

diatasi karena membuat kemunduran organisasi. 

• Kekuatan (Strength) 

a.  Adanya kelembagaan dan kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru 

yang jelas. 

b.  Adanya dasar hukum yang jelas dimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku semakin memperkokoh eksistensi Pengadilan 

Agama Banjarbaru. 

c.  Adanya komitmen ketua, wakil ketua, hakim dan pegawai untuk 

memberikan pelayanan sesuai standar akreditasi penjaminan mutu di 

Pengadilan Agama Banjarbaru.  

d.  Adanya Komitmen Pimpinan, Hakim, seluruh pejabat dan pegawai untuk 

menjaga integritas dalam menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

Zona Integritas. 

e.  Adanya petunjuk alur berperkara yang jelas. 

f.  Adanya Info Panjar Biaya Perkara. 

g.  Adanya antrian sidang berbasis SIPP. 

h.  Adanya sebagian pegawai yang mempunyai kompetensi untuk 

menyelesaikan tugas pokok yang diberikan pimpinan dengan baik. 

i.  Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam administrasi 

manajemen, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. 

j.  Adanya sejumlah formulir dan instrumen terkait dengan administrasi 

manajemen, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. 

k.  Adanya sejumlah Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama 

Banjarbaru yang lengkap terkait dengan administrasi manajemen, 

administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. 
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l.  Adanya sejumlah dokumen acuan yang terkelola dengan baik terkait 

dengan administrasi manajemen, administrasi kepaniteraan dan 

administrasi kesekretariatan. 

m.  Penggunaan/pemanfaatan IT dalam peningkatan pelayanan di 

kepaniteraan seperti penggunaan Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP). 

n.  Penggunaan/pemanfaatan IT dalam peningkatan pelayanan di 

kesekretariatan seperti penggunaan aplikasi tata persuratan digital, 

aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), dan lain-lain. 

o.  Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

p.  Adanya kode etik panitera dan juru sita. 

q.  Adanya job description pada setiap pegawai. 

r.  Adanya Renstra dan Rencana Kinerja. 

s.  Sebagian besar pejabat dalam struktur organisasi Pengadilan Agama 

Banjarbaru lengkap dan sudah terisi. 

t.  Adanya hakim pengawas bidang.  

u.  Adanya gedung pengadilan untuk melaksanakan tugas yustisial dan non 

yustisial.  

v.  Adanya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas 

yustisial dan non yustisial. 

w.  Adanya lingkungan dan taman kantor yang asri dan sejuk. 

x.  Adanya perpustakaan yang untuk memperkaya referensi dalam 

pertimbangan hukum putusan. 

y.  Adanya Rapat Pleno Hakim untuk mendiskusikan persolaan teknis 

yustisial yang muncul. 

z.  Adanya arsip digital. 

aa.  Adanya inovasi Pelayanan Publik berbasis mobile yang memudahkan 

masyarakat dan petugas pelayanan. 

bb.  Adanya website PA Banjarbaru untuk sharing informasi dan 

perkembangan. 

cc.  Adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan E-Court Corner. 

dd.  Adanya Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti 

Korupsi. 
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ee.  Adanya Sistem Absensi Online yang terintegrasi langsung dengan 

Pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Mahkamah 

Agung RI. 

 

• Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru 

dirinci dalam beberpa aspek: 

a.  Jumlah pegawai dan staf di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

yang kurang. 

b.  Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara) 

dengan cepat sesuai ketentuan yang ada. 

c.  Adanya pembatasan dana perkara prodeo. 

d.  Alokasi dana DIPA yang terbatas khususnya peningkatan kualitas SDM 

dan perbaikan sarana pra sarana yang ada. 

e.  Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan, 

Kepaniteraan dan Hakim yang belum memadai. 

f.  Tidak tersedianya dana untuk sidang keliling dan sidang terpadu. 

g.  Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan masih ada tugas rangkap 

jabatan akibat kurangnya jumlah SDM. 

h.  Kurang adanya pendidikan dan pelatihan untuk hakim, pejabat 

kepaniteraan, dan pejabat kesekretariatan. 

i.  Mobil dan sepeda motor dinas yang terbatas dan usia sudah tua. 

j.  Tidak semua pejabat di kepaniteraan mempunyai staf yang cukup yang 

secara khusus membantu tupoksi pejabat tersebut. 

k.  Sebagian tanah atau lahan dibelakang kantor belum diberi paving bloc. 

l.  Terbatasnya gudang penyimpanan barang tak terpakai. 

m.  Alokasi dana DIPA untuk pemeliharan dan pengadaan taman yang 

terbatas sehingga sebagian tanah atau lahan taman belum dikelola 

dengan baik. 

n.  Jumlah tenaga cleaning service dan security (satpam) yang sedikit 

dibanding dengan luas gedung pengadilan. 
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• Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang - peluang yang dimiliki Pengadilan Agama 

Banjarbaru untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

a.  Program reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) yang lagi digalakkan oleh pemerintah. 

b.  Program penguatan karakter dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang menjadi concern pemerintah. 

c.  Letak geografis Banjarbaru yang strategis. 

d.  Tingkat pendidikan masyarakat Banjarbaru yang tinggi dan meningkat. 

e.  Pemerintah Banjarbaru yang memiliki program rutin penyuluhan hukum 

untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat 

Banjarbaru. 

f.  Komitmen Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag, pemerintah dan KPK 

untuk pemberantasan korupsi dan tata kelola peradilan yang baik. 

g.  Komitmen pimpinan PA. Banjarbaru untuk menyukseskan Sertifikasi 

Akreditasi Penjaminan Mutu dan tata kelola peradilan yang baik. 

h.  Akses informasi yang semakin mudah tentang perkembangan dan 

penegakan hukum di Indonesia. 

i.  Transparansi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. 

j.  Rekening virtual untuk Pembayaran Biaya perkara baik tingkat pertama, 

banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

k.  Website Mahkamah Agung dan website Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama yang mempercepat sharing informasi.  

l.  Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber 

daya manusia pengadilan agama Banjarbaru. 

m.  Aplikasi berbasis Web/desktop yang menjadi trend dalam peningkatan 

pelayanan publik. 

n.  Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti 

persidangan. 

o.  Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara. 

p.  Kerjasama dengan radio RRI untuk pemanggilan perkara cerai yang 

pihaknya tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib). 

q.  Kerjasama dengan Kementrian Agama dan Pemerintah Daerah dalam 



 

Pengadilan Agama Banjarbaru 

 
17 

pelasanaan sidang terpadu. 

r.  Kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu. 

s.  Banyaknya advokat dan konsultan hukum di Banjarbaru. 

t.  Keamanan Banjarbaru yang selama ini kondusif. 

u.  Adanya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang banyak di 

Banjarbaru. 

 

• Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Banjarbaru 

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

a.  Adanya potensi intervensi yudisial dari lembaga lain. 

b.  Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah untuk operasional 

kantor. 

c.  Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah untuk peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

d.  Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang rendah. 

e.  Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah untuk perbaikan 

sarana dan prasarana kantor. 

f.  Kurangnya kerjasama yang baik dari kelurahan/pemerintah kota 

terhadap Pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang 

dilakukan melalui kelurahan/pemerintah kota. 

g.  Relaas yang dimintakan bantuan pemanggilan kepada Pengadilan lain 

kadangkala tidak dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sehingga 

menghambat proses persidangan. 

h.  Adanya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya 

perkara, sita dan eksekusi. 

i.  Kepadatan penduduk Banjarbaru. 

j.  Terjadinya pemadaman listrik. 

k.  Adanya potensi bencana alam. 

l.  Adanya organisasi masyarakat yang digunakan pihak berperkara untuk 

mengintimidasi Pengadilan Agama Banjarbaru terkait dengan proses 
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perkara. 

m.  Opini publik yang dibentuk secara massif melalui media televisi, cetak 

maupun online yang dapat mempengaruhi independensi hakim. 

n.  Adanya keterlambatan pengembalian relaas panggilan maupun 

permberitahuan dari Pengadilan Agama lain. 

o.  Masih terjadinya gangguan jaringan koneksi internet. 

 

Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/ 

kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman 

yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahannya sebagai berikut : 

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sampai tahun 2020, 

karena perekrutan oleh Mahkamah Agung RI tidak setiap tahun ada (baik  

Hakim dan Non Hakim). 

2. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

yang masih terbatas dan pada tahun 2020 untuk pemenuhan Akreditasi 

Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Pembangunan Zona Integritas . 

3. Sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

telah memiliki gedung namun sarana lingkungan dan prasarana masih belum 

terpenuhi karena keterbatasan anggaran, serta kondisi gedung yang sudah 

tua sehingga perlu banyak perbaikan/rehabilitasi 
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A. Rencana Strategis 

 

Dengan mengacu pada Pedoman Renstra dan Permen PPN/Kepala 

Bappenas nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 – 2024, dan perubahan 

paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong 

penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaran Negara yang 

terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020 - 

2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan 

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui 

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem 

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas 

dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas 

serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru 

yang diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang 

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi 

pada tahun 2020-2024. 

Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari 

Pengadilan  Agama Banjarbaru yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai sebagai sarana  atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi 

visi dan misi Pengadilan Agama Banjarbaru. Visi adalah gambaran masa 

depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 
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Pengadilan Agama Banjarbaru.  

 

1.  Visi dan Misi Peradilan Agama Banjarbaru 

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tersurat pada 

dokumen Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 adalah ”Terwujudnya 

Pengadilan Agama Banjarbaru Yang Agung”. 

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru diharapkan dapat memberikan 

motivasi karyawan dan karyawati Pengadilan Agama Banjarbaru dalam 

melaksanakan kegiatan Peradilan. 

Tahun 2020 guna mewujudkan visi organisasi Pengadilan Agama 

Banjarbaru menetapkan misi yang tertuang dalam dokumen Reviu Rencana 

Strategis 2020 – 2024 merupakan hal – hal yang harus dilaksanakan yaitu : 

1. Meningkatkan proses Pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 

2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

 

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarbaru. Tujuan yang hendak 

dicapai Pengadilan Agama Banjarbaru di Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya proses Pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan 

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang dicapai 

Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
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1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan; 

5. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan. 

 

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan 

Agama Banjarbaru untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan 

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan 

sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan 

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian 

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap 

peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama 

Banjarbaru dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama  adalah : 

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain : 

a) Perkawinan; 

b) Kewarisan; 

c) Wasiat; 

d) Hibah; 

e) Wakaf; 

f) Pengangkatan Anak; 

h) Ekonomi Syari’ah. 

2. Penyelesaian Sisa Perkara; 

3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK  disampaikan secara 

lengkap dan tepat waktu; 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat 

waktu; 

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara. 
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b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai 

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam 

program ini adalah: 

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk; 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 

 

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan 

sarana dan prasarana Pengadilan,  menyediakan dukungan sarana dan 

prasarana langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. 

 

4.  Arah Kebijakan Dan Strategi 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan arah dan kebijakan 

dan strategi sebagai berikut: 

1. Peningkatan kinerja. 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan 

sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga 

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja 

sangat mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, 

proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. 

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya 

aparatur peradilan. 

Hal - hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan 

strategi peningkatan kinerja : 
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a).  Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 

mutasi sesuai dengan kompetensi; 

b). Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk 

menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan 

memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

c). Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya; 

d) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan 

teknologi informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja. 

 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a). Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan 

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun 

penerima layanan; 

b). Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan; 

c). Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk 

pelayanan publik. 

 

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2020 telah menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) berdasarkan reviu Rencana Strategis 2020 – 2024. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat sebagaimana dokumen terlampir. 

 

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 

Terkait dengan Rencana Kinerja Tahunan, maka Rencana Kinerja 

Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk tahun 2020 dapat dilihat 

sebagaimana dokumen terlampir. 

 

D. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2020 

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 
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sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain 

adalah : 

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi 

amanah. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi. 

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

5. Sebagai dasar pemberian reward / penghargaan dan punishment / sanksi. 

 

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru untuk tahun 2020  

adalah sebagai berikut : 

Tabel Perjanjian Kinerja 

Pengadilan Agama Banjarbaru 2020 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan 

100% 

2.    Persentase Perkara Perdata Agama 

yang diselesaikan Tepat Waktu 

98% 

3.    Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 

98% 

4.    Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

98% 

5.    Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali 

98% 

6.    Index Kepuasan Pencari Keadilan 90% 

7.   Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100% 

8.    Persentase Perkara yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

12,5% 
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9.    Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 

yang Diajukan Secara Lengkap dan 

Tepat Waktu 

100% 

10.    Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat yang 

Dapat Diakses Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah Putus 

0% 

11.   Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 

100% 

12.    Persentase Perkara yang Diselesaikan di 

Luar Gedung Pengadilan 

0% 

13.    Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

0% 

14.    Persentase Perkara Permohonan 

(voluntair) Identitas Hukum 

100% 

15.   Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

100% 
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A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020 

 
1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi 

Kinerja) 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan 

perencanaan strategis suatu organisasi.  

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru 

tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, 

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.  

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target 

kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai 

dalam tahun 2020 ini. Berikut perhitungan tingkat capaian kinerja dari 

masing‐masing indikator kinerja yang ditetapkan : 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN 

1.  Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase 
Sisa Perkara 
Perdata 
Agama yang 
diselesaikan  

 
Jumlah sisa perkara perdata agama 
yang diselesaikan 

100% 
Jumlah sisa perkara perdata agama 
yang harus diselesaikan 

 
Catatan : 

 Sisa perkara Perdata agama adalah 
perkara perdata agama yang belum selesai 
pada tahun sebelumnya. input adalah 
jumlah sisa perkara perdata agama  tahun 
sebelumnya yang harus diselesaikan pada 
tahun berjalan. output adalah jumlah sisa 
perkara perdata agama yang diselesaikan 
pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 
tahun 2014 tentang penyelesaian perkara 
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di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 
banding pada 4 (empat) lingkungan 
Peradilan. 

2.   Persentase 
Perkara 
Perdata 
Agama yang 
diselesaikan 
Tepat Waktu  

 
Jumlah perkara perdata agama yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 
Jumlah perkara perdata agama yang 
diselesaikan 

 
Catatan : 

 Input adalah jumlah perkara perdata agama 
yang diselesaikan pada bulan berjalan. 
Output adalah jumlah perkara perdata 
agama yang diselesaikan tepat waktu pada 
bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang 
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat 
pertama dan tingkat banding pada 4 
(empat) lingkungan peradilan. 

3.   Persentase 
Perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Banding  

 
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak 
Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% 

Jumlah Perkara Diputus 
Catatan : 

 Merupakan persentase jumlah perkara 
yang diputus dan tidak mengajukan upaya 
hukum banding. Input adalah jumlah 
perkara yang putus dalam jangka waktu 
triwulanan . Output adalah jumlah perkara 
yang tidak mengajukan upaya hukum 
banding dalam jangka waktu triwulanan. 
Data pada indikator ini diinput dalam jangka 
waktu triwulan. 

4.   Persentase 
Perkara Yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi  

 
Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan 
Hukum Kasasi 

100% 
Jumlah Perkara yang Diputus pada 
tahun berjalan 

 
Catatan : 

  

5.   Persentase 
perkara yang 
Tidak 
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Peninjauan 
Kembali  

 
Persentase Perkara yang Diputus 
yang Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan Kembali 

100% 

Jumlah Perkara yang Telah Diputus 
 
Catatan : 

 Merupakan persentase jumlah perkara 
yang diputus dan tidak mengajukan upaya 
hukum peninjauan kembali. Input adalah 
jumlah perkara yang putus pada tahun 
berjalan. Output adalah jumlah perkara 
yang tidak mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali pada tahun berjalan. 
Data pada indikator ini diinput dalam jangka 
waktu tahunan. 

6.   Index  
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Kepuasan 
Pencari 
Keadilan  

Jumlah Responden Pencari Keadilan 
yang Puas Terhadap Layanan 
Peradilan 

100% 

Jumlah Responden Pencari Keadilan 
 
Catatan : 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara 
Pelayanan Publik 

7.  Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
Salinan 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
dikirim kepada 
Para Pihak 
tepat waktu  

 
Jumlah Salinan Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim kepada Para 
Pihak tepat waktu 

100% 

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 
 
Catatan : 

 Jumlah Salinan putusan yang dikirim 
kepada para pihak. Surat Edaran 
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 
tentang perubahan SE MA No. 02 tentang 
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 

8.   Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
Melalui 
Mediasi  

 
Jumlah Perkara yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

100% 
Jumlah Perkara yang Dilakukan 
Mediasi 

 
Catatan : 

  

9.   Persentase 
Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan 
Banding, 
Kasasi, dan 
PK yang 
Diajukan 
Secara 
Lengkap dan 
Tepat Waktu  

 
Jumlah Berkas Perkara yang 
Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 
yang Diajukan Secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100% 

Jumlah Berkas Perkara yang 
Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 

 
Catatan : 

  

10.   Persentase 
Putusan 
Perkara yang 
Menarik 
Perhatian 
Masyarakat 
yang Dapat 
Diakses 
Secara Online 
dalam Waktu 1 
Hari Setelah 
Putus  

 
Jumlah Putusan Perkara yang 
Menarik Perhatian Masyarakat yang 
dapat Diakses Secara Online dalam 
Waktu 1 Hari Setelah Putus 

100% 

Jumlah Putusan Perkara yang 
Menarik Perhatian Masyarakat 

 
Catatan : 

  

11.  Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 

Persentase 
Perkara 
Prodeo yang 

 
Jumlah Perkara Prodeo yang 
Diselesaikan 

100% 
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Miskin dan 
Terpinggirkan 

Diselesaikan  Jumlah Perkara Prodeo 
 
Catatan : 

  

12.   Persentase 
Perkara yang 
Diselesaikan 
di Luar 
Gedung 
Pengadilan  

 
Jumlah Perkara yang Diselesaikan di 
Luar Gedung Pengadilan 

100% Jumlah Perkara yang Harus 
Diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

 
Catatan : 

  

13.   Persentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan 
Bantuan 
Hukum 
(Posbakum)  

 
Jumlah Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu 

 
Catatan : 

  

14.   Persentase 
Perkara 
Permohonan 
(voluntair) 
Identitas 
Hukum  

 
Jumlah Perkara Permohonan 
(voluntair) Identitas Hukum yang 
Diselesaikan 

100% 
Jumlah Perkara Permohonan 
(voluntair) Identitas Hukum yang 
Diajukan 

 
Catatan : 

  

15.  Meningkatnya 
Kepatuhan 
terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase 
Putusan 
Perkara 
Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi)  

 
Jumlah Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

100% Jumlah Putusan Perkara Perdata 
yang sudah BHT dan dimohonkan 
untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

 
Catatan : 

 adalah persentase permohonan eksekusi 
yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah 
putusan perkara BHT dan dimohonkan 
untuk dieksekusi pada bulan berjalan. 
Output adalah jumlah putusan perkara yang 
telah dieksekusi pada bulan berjalan. 
Semakin tinggi persentase permohonan 
eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin 
bagus kinerja pengadilan 

 

Perhitungan tingkat capaian kinerja ini membutuhkan dukungan 

sistem informasi data kinerja yang memadai, sehingga setiap data kinerja 

baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar 

informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang 
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baik, baik secara validasi, kelengkapan/akurasi dan cepat. 

Terkait perhitungan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama 

Banjarbaru tahun 2020 adalah sebagaimana rincian di bawah ini : 

 

Tabel Rincian Perhitungan Capaian Kinerja 

Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

Capaian 

Target 

(%) 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa 

Perkara Perdata 

Agama yang 

diselesaikan 

100% 13 dari 13 100 

2  Persentase Perkara 

Perdata Agama yang 

diselesaikan Tepat 

Waktu 

98% 761 dari 

774 

98,32 

3  Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

98% 756 dari 

761 

99,35 

4  Persentase Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

98% 759 dari 

761 

99,74 

5  Persentase perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali 

98% 760 dari 

761 

99,61 

6  Index Kepuasan 

Pencari Keadilan 

90% 1.965 dari 

1.965 

100 

7 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100% 761 dari 

761 

100 

8  Persentase Perkara 12,5% 35 dari 28,23 
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yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

124 

9  Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu 

100% 8 dari 8 100 

10  Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

1000% 0 dari 0 0 

11 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara 

Prodeo yang 

Diselesaikan 

100% 5 dari 5 100 

12  Persentase Perkara 

yang Diselesaikan di 

Luar Gedung 

Pengadilan 

0% 0 dari 0 0 

13  Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

0% 0 dari 0 0 

14  Persentase Perkara 

Permohonan 

(voluntair) Identitas 

Hukum 

100% 81 dari 81 100 

15 Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

100% 81 dari 81 100 
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2. Analisa Akuntabilitas Kinerja (Uraian Atas Capaian Sasaran Kinerja 

Organisasi Dengan Pengungkapan Dan Penyajian Dari Hasil 

Pengukuran Kinerja) 

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020 

mengacu pada indikator kinerja utama, sebagaimana tertuang pada tabel 

diatas. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama 

Banjarbaru di tahun 2020 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya, sehingga apapun hasil atas capaian kinerja 

Pengadilan Agama Banjarbaru akan di sesuaikan kembali dengan sasaran 

yang telah ditetapkan sebagaimana berikut dibawah ini : 

 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan 

Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator 

kinerja utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian 

kinerjanya di targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah sisa 

perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus 

diselesaikan dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama 

Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020 

adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 100%. 

 Jumlah sisa perkara tahun 2019 yang harus diselesaikan pada 

tahun 2020 adalah sebanyak 13 perkara 

 Realisasi sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020 

adalah 13 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 13/13 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100% = 100 / 100 x 100% = 

100%. 

 



 

Pengadilan Agama Banjarbaru 

 
33 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 100%. 

 Jumlah sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan pada 

tahun 2019 adalah sebanyak 15 perkara 

 Realisasi sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 

2019 adalah 15 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 15/15 

x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100% = 100 / 100 x 100% = 

100%. 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 100%. 

 Jumlah sisa perkara tahun 2017 yang harus diselesaikan pada 

tahun 2018 adalah sebanyak 27 perkara 

 Realisasi sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 

adalah 27 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 27/27 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100% = 100 / 100 x 100% = 

100%. 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 100%. 

 Jumlah sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan pada 

tahun 2017 adalah sebanyak 87 perkara. 

 Realisasi sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 

adalah 87 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 87/87 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100% = 100 / 100 x 100% = 

100%. 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 100%. 

 Jumlah sisa perkara tahun 2015 yang harus diselesaikan pada 
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tahun 2016 adalah sebanyak 100 perkara 

 Realisasi sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 

adalah 100 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 100/100 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100% = 100 / 100 x 100% = 

100%. 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja 

dalam penyelesaian sisa  perkara yang diselesaikan selama lima 

tahun terakhir yaitu : tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%), tahun 

2018 (100%), tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (100%). 

 

Tahun 
Sisa Tahun 
Sebelumnya 

Diputus 

2016 100 100 

2017 87 87 

2018 27 27 

2019 15 15 

2020 13 13 

 

Tabel Data Sisa Perkara Yang Diselesaikan  
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No 
Indikator 
Kinerja 

Target 
2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Capaian(%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase 
Sisa Perkara 
yang 
Diselesaikan 

100
% 

100% 100% 
100
% 

100% 100% 100% 100% 

 

Tabel perbandingan Persentase Penyelesaian Sisa Perkara 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian 

sisa perkara dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut bisa mencapai 

target 100%. Indikator ini telah mampu memenuhi target tahunan dan juga 

target jangka menengah rencana stategis (5 tahun). Untuk mepertahankan 

pencapaian dan semakin meningkatkan capaian, Pengadilan Agama 

Banjarbaru melakukan langkah- langkah, sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/Jurusita Pengganti 

sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada kesalahan dan 

akan memperlancar proses persidangan. 

b. Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi lebih intensif dengan 

lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian 

PNS. 

c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, 

Jurusita/Jurusita Pengganti. 

d. Meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi 

SIPP. 

 

b. Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 98% dari perbandingan antara jumlah perkara perdata agama 

yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang 

harus diselesaikan dan di kalikan seratus persen. 
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Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan 

Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 

2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 98%. 

 Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020 adalah 

sebanyak 774 perkara 

 Realisasi perkara tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu adalah 761 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 761 / 774 x 100% = 98,32%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 98,32 / 98 x 100% = 

100,33 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 97%. 

 Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah 

sebanyak 937 perkara 

 Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 adalah 924 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 924 / 937 x 100% = 98,61%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 98,61 / 97 x 100% = 

101,66 % 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 96%. 

 Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 adalah 

sebanyak 888 perkara 

 Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2018 yang diselesaikan tepat 

waktu adalah 837 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 837/888 x 

100% = 94,26%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 94,26 / 96 x 100 = 

98,19%. 
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Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 96%. 

 Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 adalah 

sebanyak 660 perkara. 

 Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah 633 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 633/660 x 100% = 95,91%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 95,91 / 96 x 100% = 

99,91%. 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 90%. 

 Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016 adalah 

sebanyak 700 perkara 

 Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2016 adalah 581 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 581/700 x 100% = 83%. 

 Capaian Kinerja = realisasi / target x 100% = 83/90 x 100% = 92,22%. 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu  selama lima tahun 

terakhir, yaitu tahun 2016 (92,22%), tahun 2017 (99,91%), tahun 2018 

(98,19%), tahun 2019 (101,66%) dan tahun 2020 (100,33%). 

 

Tahun Perkara Masuk Tepat Waktu 

2016 700 581 

2017 660 633 

2018 888 837 

2019 937 924 

2020 774 761 

 

Tabel Data Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 
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Grafik Perbandingan Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian(%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

98% 98% 98,32% 
100,33

% 
101,66

% 
98,19

% 
99,91

% 
92,22

% 

 
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian 

perkara tepat waktu dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut terdapat 

kenaikan dan penurunan, pada tahun 2016 s.d 2018 capaian kinerja yang 

dihasilkan belum mampu memenuhi target, namun setelah perbaikan di 

berbagai area, maka Pengadilan Agama Banjarbaru mampu 

meningkatkannya pada tahun 2019 dan 2020, dimana capaian yang 

dihasilkan telah mampu memenuhi target tahunan dan juga target jangka 

menengah rencana strategis (5 tahun). Untuk dapat semakin meningkatkan 

dan mempertahankan capaian tersebut,  yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan proses persidangan dengan menentukan sidang 

lanjutan/penundaan hanya seminggu untuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Agama Banjarbaru dan 2 minggu atau 3 minggu untuk 

perkara tabayyun. 

2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi 

secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas. 



 

Pengadilan Agama Banjarbaru 

 
39 

3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi 

secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan 

merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa 

memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan. 

 

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

Persentase perkara perdata agama yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan 

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian 

kinerjanya di targetkan 98% dari perbandingan antara jumlah perkara yang 

diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 

2016 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 98%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 761 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 

2020 adalah 756 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 756 / 761 x 

100% = 99,34%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 99,34 / 98 x 100% = 

101,37 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 99,75%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 939 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 

2019 adalah 926 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 926 / 939 x 

100% = 98,62%. 



 

Pengadilan Agama Banjarbaru 

 
40 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 98,62 / 99,75 x 100% = 

98,87 % 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 99,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 900 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 

2018 adalah 893 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 893/900 x 

100% = 99,22%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 99,22 / 99,5 x 100 = 

99,72%. 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 99,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017 adalah sebanyak 720 

perkara. 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 

2017 adalah 711 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 711/720 x 

100% = 98,75%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 98,75 / 99,5 x 100% = 

99,25%. 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 98,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016 adalah sebanyak 677 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 

2016 adalah 668 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 668/677 x 

100% = 98,67%. 

 Capaian Kinerja = realisasi / target x 100% = 98,67/98,5 x 100% = 

100,17%. 
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Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selama 

lima tahun terakhir, yaitu : tahun 2016 (100,17%), tahun 2017 (99,25%), 

tahun 2018 (99,72%), tahun 2019 (98,87%) dan tahun 2020 (101,37%). 

 

Tahun Perkara Putus 
Tidak 

Banding 

2016 677 668 

2017 720 711 

2018 900 893 

2019 939 926 

2020 761 756 

 
Tabel Data Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

677 668
720 711

900 893 939 926
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Grafik Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding 98% 97,76% 99,34% 

101,37
% 

98,87
% 

99,72
% 

99,25
% 

100,17
% 

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum banding sejak tahun 2016 s.d 2020 dapat 

dinilai baik karena telah mampu memenuhi target tahunan dan juga target 

jangka menengah (5 tahun). Alternatif solusi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencapai realisasi yang lebih baik 

adalah, sebagai berikut : 
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a. Melakukan pembinaan dan DDTK administrasi Umum. 

b. Meningkatkan kualitas putusan hakim. 

c. Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara. 

 

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Persentase perkara perdata agama yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan 

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian 

kinerjanya di targetkan 98% dari perbandingan antara jumlah perkara yang 

diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 

2016 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 98%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 761 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 

2020 adalah 759 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 759 / 761 x 

100% = 99,74%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 99,74 / 98 x 100% = 

101,78 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 99,75%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 939 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 

2019 adalah 932 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 932 / 939 x 

100% = 99,25%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 99,25 / 99,75 x 100% = 
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99,50% 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 99,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 900 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 

2018 adalah 897 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 897/900 x 

100% = 99,67%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 99,67 / 99,5 x 100 = 

100,17%. 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 99,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017 adalah sebanyak 720 

perkara. 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 

2017 adalah 719 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 719/720 x 

100% = 99,86%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 99,86 / 99,5 x 100% = 

100,36%. 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 98,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016 adalah sebanyak 677 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 

2016 adalah 674 perkara, sehingga dapat diperhitungkan = 674/677 x 

100% = 99,56%. 

 Capaian Kinerja = realisasi / target x 100% = 99,56/98,5 x 100% = 

100,08%. 
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Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama 

lima tahun terakhir, yaitu : tahun 2016 (100,08%), tahun 2017 (100,36%), 

tahun 2018 (100,17%), tahun 2019 (99,50%) dan tahun 2020 (101,78%). 

 

Tahun Perkara Putus Tidak Kasasi 

2016 677 674 

2017 720 719 

2018 900 897 

2019 939 932 

2020 761 759 

 
Tabel Data Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

677 674
720 719

900 897 939 932
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 Grafik Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum kasasi 

98% 97,76 % 99,74% 
101,78

% 
99,5
0% 

100,
17% 

100,
36% 

100,08
% 

 
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejak tahun 2016 s.d 2020 dapat 

dinilai baik karena telah mampu memenuhi target tahunan dan juga target 

jangka menengah (5 tahun). Alternatif solusi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencapai realisasi yang lebih baik 
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adalah, sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan dan DDTK administrasi Umum. 

b. Meningkatkan kualitas putusan hakim. 

c. Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara. 

 

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali 

Persentase perkara perdata agama yang tidak mengajukan upaya 

hukum peninjauan kembali Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 

berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan bersama, untuk 

capaian kinerjanya di targetkan 98% dari perbandingan antara jumlah 

perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun 

terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini 

: 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 98%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 761 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali tahun 2020 adalah 760 perkara, sehingga dapat diperhitungkan 

: 760 / 761 x 100% = 99,87%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 99,87 / 98 x 100% = 

101,91 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 99,75%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 939 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali tahun 2019 adalah 938 perkara, sehingga dapat diperhitungkan 
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: 938 / 939 x 100% = 99,89%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 99,89 / 99,75 x 100% = 

100,14% 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 99,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 900 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali tahun 2018 adalah 900 perkara, sehingga dapat diperhitungkan 

= 900/900 x 100% = 100%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 100 / 99,5 x 100 = 

100,5%. 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 99,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017 adalah sebanyak 720 

perkara. 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali tahun 2017 adalah 720 perkara, sehingga dapat diperhitungkan 

= 720/720 x 100% = 100%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x 100% = 100 / 99,5 x 100% = 

100,5%. 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 98,5%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016 adalah sebanyak 677 

perkara 

 Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali tahun 2016 adalah 677 perkara, sehingga dapat diperhitungkan 

= 677/677 x 100% = 100%. 

 Capaian Kinerja = realisasi / target x 100% = 100/98,5 x 100% = 

101,52%. 
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Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali selama lima tahun terakhir, yaitu : tahun 2016 (101,52%), tahun 

2017 (100,5%), tahun 2018 (100,5%), tahun 2019 (100,14%) dan tahun 

2020 (101,91%). 

 

Tahun Perkara Putus Tidak PK 

2016 677 677 

2017 720 720 

2018 900 900 

2019 939 938 

2020 761 760 

 
Tabel Data Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
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Grafik Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
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Target 
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Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sejak tahun 2016 s.d 

2020 dapat dinilai baik karena telah mampu memenuhi target tahunan dan 

juga target jangka menengah (5 tahun). Alternatif solusi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencapai realisasi yang lebih baik 
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adalah, sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan dan DDTK administrasi Umum. 

b. Meningkatkan kualitas putusan hakim. 

c. Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara. 

 

e. Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan 

Persentase index kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 90% dari perbandingan antara jumlah responden dengan jumlah 

responden yang puas dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan persentase index kepuasan pencari keadilan pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 

2019 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 90%. 

 Jumlah responden pada tahun 2020 adalah sebanyak 269 orang 

 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi monitoring survei 

kepuasan masyarakat, nilai yang didapatkan Pengadilan Agama 

Banjarbaru adalah 92,41% 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 92,41 / 90 x 100% = 

102,68 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 90%. 

 Jumlah responden pada tahun 2019 adalah sebanyak 269 orang 

 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi monitoring survei 

kepuasan masyarakat, nilai yang didapatkan Pengadilan Agama 

Banjarbaru adalah 90,14% 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 90,14 / 90 x 100% = 

100,16 % 
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Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam index 

kepuasan pencari keadilan selama dua tahun terakhir, yaitu : tahun 2019 

(102,68%) dan tahun 2020 (100,16%). 

 

Tahun Jumlah Responden Nilai Survei 

2019 269 90,14 

2020 269 92,41 

 
Tabel Data Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 
2019 

1. Persentase index 
kepuasan pencari 
keadilan 

90% 90,14% 92,41% 
102,68

% 
100,16 

Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 

Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tahun 2019 telah rutin 

melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, untuk mengetahui sejauh 

mana kepuasan masyakarat pencari keadilan terhadap layanan pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru. Survei dilaksanakan terhadap beberapa 

orang responden dengan membagikan kuesioner yang terdiri dari penilaian 

terhadap sistem layanan, petugas layanan dan juga sarana prasarana pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru. Selama tahun 2019 dan 2020 index 

kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pada Pengadilan Agama 

Banjarbaru dapat dinilai baik karena mampu memenuhi target tahunan dan 

juga target jangka menengah rencana strategis (5 tahun), untuk terus 

mempertahankannya, Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan beberapa 

hal, yaitu : 

a. Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap petugas layanan 

b. Memberikan sosialiasi terhadap peraturan perundang-undangan 

mengenai tata persyaratan berperkara kepada masyarakat 

c. Meningkatkan pelayanan secara optimal dan maksimal, termasuk 

membuat inovasi-inovasi yang berhubungan dengan pelayanan 

d. Meningkatkan integritas dan kejujuran petugas pelayanan dengan 

memberikan pembinaan  
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e. Meningkatkan sarana dan prasarana terutama pada bagian pelayanan 

di Pengadilan Agama Banjarbaru 

 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada 

Para Pihak Tepat Waktu 

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah perkara perdata yang 

diputus dengan jumlah salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat 

waktu dengan jumlah perkara yang diputus dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) 

tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian 

dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 100%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 761 

perkara 

 Realisasi salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu pada 

tahun 2020 adalah 761 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 761 / 

761 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 100%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 939 

perkara 

 Realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

tahun 2019 adalah 939 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 939 / 
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939 x 100% = 100%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 100 / 100 x 100% = 100 

% 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 100%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 900 

perkara 

 Realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

tahun 2018 adalah 900 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 900 / 

900 x 100% = 100%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 100 / 100 x 100% = 100 

% 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 100%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017 adalah sebanyak 720 

perkara 

 Realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

tahun 2017 adalah 720 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 720 / 

720 x 100% = 100%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 100 / 100 x 100% = 100 

% 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 100%. 

 Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016 adalah sebanyak 677 

perkara 

 Realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

tahun 2016 adalah 677 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 677 / 

677 x 100% = 100%. 

 Capaian  Kinerja  = realisasi / target x  100% = 100 / 100 x 100% = 100 

% 
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Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu selama lima 

tahun terakhir, yaitu tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%), tahun 2018 

(100%), tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (100%). 

Tahun Perkara Putus Dikirm Tepat Waktu 

2016 667 667 

2017 720 720 

2018 900 900 

2019 939 939 

2020 761 761 

 
Tabel Data Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu 
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Grafik Perbandingan Salinan Putusan Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian(%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase salinan 
putusan yang dikirim 
kepada para pihak 
tepat waktu 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian salinan putusan 

yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dalam kurun waktu 5 tahun 

berturut – turut bisa mencapai target 100%. Indikator ini telah mampu 

memenuhi target tahunan dan juga target jangka menengah rencana 

stategis (5 tahun). Untuk mepertahankan pencapaian dan semakin 

meningkatkan capaian, Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan langkah- 

langkah, sebagai berikut : 
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a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/Jurusita Pengganti 

sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada kesalahan dan 

akan memperlancar proses persidangan. 

b. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, 

Jurusita/Jurusita Pengganti. 

c. Meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan 

aplikasi SIPP. 

 

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan 

Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama yang 

telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 12,5% dari 

perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara 

yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan 

Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 

2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 12,5%. 

 Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 124 

perkara 

 Realisasi perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2020 adalah 35 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 35 / 124 x 100% = 28,23%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 28,23 / 12,5 x 100% 

= 225,84% 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 7%. 

 Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 144 

perkara 

 Realisasi perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2019 adalah 18 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 18 / 144 x 100% = 12,5%. 
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 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 12,5 / 7 x 100% = 

178,57% 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 6%. 

 Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 134 

perkara 

 Realisasi perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2018 adalah 8 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 8 / 134 x 100% = 5,97%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 5,97 / 6 x 100% = 

99,5% 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 6%. 

 Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2017 adalah sebanyak 119 

perkara 

 Realisasi perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2017 adalah 5 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 5 / 119 x 100% = 4,20%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 4,20 / 6 x 100% = 

70% 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 5%. 

 Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 143 

perkara 

 Realisasi perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2016 adalah 4 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 4 / 143 x 100% = 2,80%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 2,80 / 5 x 100% = 

56% 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

perkara yang diselesaikan melalui mediasi selama lima tahun terakhir, yaitu 

tahun 2016 (56%), tahun 2017 (70%), tahun 2018 (99,5%), tahun 2019 
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(178,57%) dan tahun 2020 (225,84%). 

Tahun Perkara Di Mediasi Mediasi Berhasil 

2016 143 4 

2017 119 5 

2018 134 8 

2019 144 18 

2020 124 35 

 
Tabel Data Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 
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Grafik Perbandingan Presentase Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian(%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase Perkara 
Yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 
 

12,5% 12,5% 28,23% 
225,85

% 
178,57% 99,5% 70% 56% 

 
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut 

terdapat kenaikan dan penurunan, pada tahun 2016 s.d 2018 capaian 

kinerja yang dihasilkan belum mampu memenuhi target, namun setelah 

perbaikan di berbagai area, maka Pengadilan Agama Banjarbaru mampu 

meningkatkannya pada tahun 2019 dan 2020, dimana capaian yang 

dihasilkan telah mampu memenuhi target tahunan dan juga target jangka 

menengah rencana strategis (5 tahun). Untuk dapat semakin meningkatkan 

dan mempertahankan capaian tersebut,  yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

a. Mengikutkan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam sertifikasi 

hakim mediator. 
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b. Meningkatkan kualitas hakim dengan melakukan pembinaan dalam 

melakukan mediasi kepada para pihak. 

 

c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK 

yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dengan jumlah berkas 

perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat 

waktu Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu 

tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 100%. 

 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali pada tahun 2020 adalah sebanyak 8 perkara 

 Realisasi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

tahun 2020 adalah 8 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 8 / 8 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 100%. 

 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali pada tahun 2019 adalah sebanyak 21 perkara 
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 Realisasi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

tahun 2019 adalah 21 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 21 / 21 

x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 100%. 

 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 perkara 

 Realisasi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

tahun 2018 adalah 10 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 10 / 10 

x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 100%. 

 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali pada tahun 2017 adalah sebanyak 10 perkara 

 Realisasi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

tahun 2017 adalah 10 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 10 / 10 

x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 100%. 

 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali pada tahun 2016 adalah sebanyak 12 perkara 
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 Realisasi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

tahun 2016 adalah 12 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 12 / 12 

x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan persentase berkas perkara 

yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan 

secara lengkap dan tepat waktu selama lima tahun terakhir, yaitu : tahun 

2016 (100%), tahun 2017 (100%), tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%) 

dan tahun 2020 (100%). 

 

Tahun 
Berkas yang dimohonkan Perkara 

Banding, Kasasi dan PK 
Lengkap dan Tepat 

Waktu 

2016 8 8 

2017 21 21 

2018 10 10 

2019 10 10 

2020 12 12 

 
Tabel Data Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara 

Lengkap Dan Tepat Waktu 
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Grafik berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 
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No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisa
si 

2020 

Capaian 
(%) 

2020 

Capaian (%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan banding, 
kasasi dan PK yang 
diajukan secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 
100
% 

100% 100% 100% 100% 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian berkas perkara 

yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap 

dan tepat waktu dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut bisa mencapai 

target 100%. Indikator ini telah mampu memenuhi target tahunan dan juga 

target jangka menengah rencana stategis (5 tahun). Untuk mepertahankan 

pencapaian dan semakin meningkatkan capaian, Pengadilan Agama 

Banjarbaru melakukan langkah- langkah, sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama pada petugas 

pelayanan  

b. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, 

Jurusita/Jurusita Pengganti. 

c. Meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan 

aplikasi SIPP. 

d. Penyempurnaan SOP pengajuan upaya hukum. 

 

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang 

Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 

Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat 

Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 0% dari perbandingan antara jumlah putusan perkara yang 

menarik perhatian masyakarat dengan jumlah putusan yang menarik 

perhatian masyakarat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus dan di kalikan seratus persen. 
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Untuk indikator Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian 

Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari 

Setelah Putus belum ada realisasinya pada Pengadilan Agama Banjarbaru 

selama 5 (lima) tahun terakhir ini karena memang belum ada perkara yang 

dinilai dapat menarik masyakarat. 

 

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan  

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama 

Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama yang telah 

ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 100% dari 

perbandingan antara jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara prodeo 

yang diselesaikan dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama 

Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020 adalah 

sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 100%. 

 Jumlah perkara prodeo pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 perkara 

 Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah 5 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 5 / 5 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 100%. 

 Jumlah perkara prodeo pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 perkara 

 Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 6 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 6 / 6 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 
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Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 100%. 

 Jumlah perkara prodeo pada tahun 2018 adalah sebanyak 5 perkara 

 Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018 adalah 5 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 5 / 5 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 100%. 

 Jumlah perkara prodeo pada tahun 2017 adalah sebanyak 5 perkara 

 Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah 5 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 5 / 5 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 100%. 

 Jumlah perkara prodeo pada tahun 2016 adalah sebanyak 5 perkara 

 Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah 5 

perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 5 / 5 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan persentase perkara prodeo 

yang diselesaikan selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016 (100%), 

tahun 2017 (100%), tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%) dan tahun 

2020 (100%). 

Tahun Prodeo Masuk Prodeo Berhasil 

2016 5 5 

2017 5 5 

2018 5 5 

2019 6 6 

2020 5 5 

 
Tabel Data Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan  
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Grafik Perbandingan Presentase Perkara Prodeo Diselesaikan  

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian 
(%) 

2020 

Capaian(%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase Perkara 
Prodeo Yang 
Diselesaikan  

100
% 

100% 100% 
100
% 

100% 100% 100% 100% 

 
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan  

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara prodeo 

yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut bisa 

mencapai target 100%. Indikator ini telah mampu memenuhi target tahunan 

dan juga target jangka menengah rencana stategis (5 tahun). Untuk 

mepertahankan pencapaian dan semakin meningkatkan capaian, 

Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan langkah- langkah, sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan sosialisasi mengenai adanya dana bantuan hukum 

kepada masyarakat kurang mampu. 

b. Mengusulkan penambahan anggaran untuk dana prodeo kepada 

Mahakmah Agung. 

c. Monitoring dan evaluasi kepada bagian keuangan yang melakukan 

pemberkasan terhadap Pertanggungjawaban penyerapan anggaran 

prodeo. 
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b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 

Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama yang 

telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 0% dari 

perbandingan antara jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung 

pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan dan di kalikan seratus persen. 

Untuk indikator perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 

belum ada realisasinya pada Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) 

tahun terakhir ini karena belum adanya anggaran dari pemerintah untuk 

pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan tersebut. Untuk 

mengatasinya Pengadilan Agama Banjarbaru selalu melakukan pengusulan 

untuk pemenuhan anggaran sidang di luar gedung kepada kepada 

Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 

 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Banjarbaru di 

tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan 

bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 0% dari perbandingan 

antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari 

keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 

(Posbakum) dan di kalikan seratus persen. 

Untuk indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) belum ada realisasinya 

pada Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir ini 

karena belum adanya anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan 

kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama 

Banjarbaru. Untuk mengatasinya Pengadilan Agama Banjarbaru selalu 

melakukan pengusulan untuk pemenuhan anggaran Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) kepada kepada Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama. 
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d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah perkara permohonan 

(voluntair) identitas hukum yang diajukan dengan jumlah perkara 

permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dan di kalikan 

seratus persen. 

Perbandingan persentase perkara permohonan (voluntair) identitas 

hukum selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020 adalah 

sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 100%. 

 Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 

2020 adalah sebanyak 154 perkara 

 Realisasi jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 

2020 adalah 81 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 81 / 154 x 

100% = 52,60%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 52,60 / 100 x 100% = 

52,6% 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 0%. 

 Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 

2019 adalah sebanyak 320 perkara 

 Realisasi jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 

2019 adalah 320 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 320 / 320 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 
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Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 0%. 

 Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 

2018 adalah sebanyak 298 perkara 

 Realisasi jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 

2018 adalah 298 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 298 / 298 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 0%. 

 Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 

2017 adalah sebanyak 196 perkara 

 Realisasi jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 

2017 adalah 196 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 196 / 196 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 0%. 

 Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 

2016 adalah sebanyak 99 perkara 

 Realisasi jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 

2016 adalah 99 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 99 / 99 x 

100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan persentase perkara 

permohonan (voluntair) identitas hukum selama lima tahun terakhir, yaitu : 

tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%), tahun 2018 (100%), tahun 2019 
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(100%) dan tahun 2020 (52,6%). 

 

Tahun Berkas Permohonan Voluntair Diselesaikan 

2016 99 99 

2017 196 196 

2018 298 298 

2019 320 320 

2020 154 81 

 
Tabel Data Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 
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 Grafik Perkara Permohonan (Voluntair) 

 

 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisa
si 

2020 

Capaian 
(%) 

2020 

Capaian (%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase perkara 
permohonan 
(voluntair) identitas 
hukum 

100% 100% 52,6% 
52,6
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 

 
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum 

 

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian perkara 

permohonan (voluntair) identitas hukum mengalami penurunan pada tahun 

2020, dan tidak mampu mencapai target baik target tahunan maupun target 

jangka menenangah (5 tahun). Untuk dapat meningkatkan capaian tersebut,  

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan proses persidangan dengan menentukan sidang 

lanjutan/penundaan hanya seminggu untuk dalam wilayah hukum 
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Pengadilan Agama Banjarbaru dan 2 minggu atau 3 minggu untuk 

perkara tabayyun. 

b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi 

secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas. 

c. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi 

secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan 

merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa 

memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan. 

 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja 

utama yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata 

yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan 

jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan di 

kalikan seratus persen. 

Perbandingan persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Agama Banjarbaru selama 5 

(lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian 

dibawah ini : 

 

Tahun 2020  

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2020 adalah 100%. 

 Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan 

untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 

perkara 

 Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

pada tahun 2020 adalah 1 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 1 / 

1 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 
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Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2019 adalah 100%. 

 Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan 

untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 adalah sebanyak 3 

perkara 

 Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

pada tahun 2019 adalah 2 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 2 / 

3 x 100% = 66,67%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 66,67 / 100 x 100% = 

66,67% 

 

Tahun 2018 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2018 adalah 100%. 

 Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan 

untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2018 adalah sebanyak 2 

perkara 

 Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

pada tahun 2018 adalah 1 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 1 / 

2 x 100% = 50%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 50 / 100 x 100% = 

50% 

 

Tahun 2017 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2017 adalah 100%. 

 Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan 

untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 adalah sebanyak 0 

perkara 

 Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

pada tahun 2017 adalah 0 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 0 / 

0 x 100% = 0%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 0 / 100 x 100% = 0% 
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Tahun 2016 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tahun 2016 adalah 100%. 

 Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan 

untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2016 adalah sebanyak 3 

perkara 

 Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

pada tahun 2016 adalah 2 perkara, sehingga dapat diperhitungkan : 2 / 

3 x 100% = 66,67%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 66,67 / 100 x 100% = 

66,67% 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016 (66,67%), tahun 2017 (0%), 

tahun 2018 (50%), tahun 2019 (66,67%) dan tahun 2020 (100%). 

Tahun Dimohonkan Eksekusi Dieksekusi 

2016 3 2 

2017 0 0 

2018 2 1 

2019 3 2 

2020 1 1 

 
Tabel Data Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
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Grafik Perbandingan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Target 
Jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian(%) 

2019 2018 2017 2016 

1. Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 

100
% 

100% 100% 100% 66,67% 50% 0% 66,67% 

 
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 
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Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut 

terdapat kenaikan dan penurunan, pada tahun 2016 s.d 2019 capaian 

kinerja yang dihasilkan belum mampu memenuhi target, namun setelah 

perbaikan di berbagai area, maka Pengadilan Agama Banjarbaru mampu 

meningkatkannya pada tahun 2020, dimana capaian yang dihasilkan telah 

mampu memenuhi target tahunan dan juga target jangka menengah 

rencana strategis (5 tahun). Untuk dapat semakin meningkatkan dan 

mempertahankan capaian tersebut,  yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan terhadap petugas pelayanan. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada Hakim, 

Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita 

Pengganti. 

c. Meningkatkan kualitas kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 

 

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Banjarbaru juga memiliki Indikator 

Kinerja Utama Tambahan sebagai pendukung dalam monitoring dan evaluasi 

kinerja pada Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari Indikator 

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Kepuasan Masyarakat serta 

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Untuk 

lebih rinci, akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Kepuasan Masyarakat 

a. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Yang 

Ditindaklanjuti  

Merupakan presentase yang didapat dengan mengumpulkan jumlah 

temuan yang didapatkan oleh unit kerja baik dari internal Hakim Pengawas 

Bidang (Hawasbid) PA. Banjarbaru, atau temuan eksternal dari Hakim 

Tinggi Pengawas Daerah) Hatibinwasda PTA. Banjarmasin, temuan 

Assesment Survailence APM, temuan dari Zona Integritas dan temuan 

eksternal lainnya. Kemudian jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah 
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temuan yang telah ditindaklanjuti. Semakin besar presentase temuan yang 

ditindaklanjuti, maka semakin bagus nilai dari unit kerja. 

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Yang 

Ditindaklanjuti Pengadilan Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan 

indikator kinerja utama tambahan yang telah ditetapkan bersama, untuk 

capaian kinerjanya di targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah 

temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan dan di kalikan seratus 

persen. 

Perbandingan Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan 

Eksternal Yang Ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Banjarbaru selama 

2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2019 s.d 2020 adalah sebagaimana 

rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2020 adalah 

100%. 

 Jumlah temuan dari Hawasbid, Hatibinwasda, APM dan ZI pada tahun 

2020 adalah sebanyak 50 temuan 

 Realisasi temuan dari Hawasbid, Hatibinwasda, APM dan ZI yang 

ditindaklanjuti pada tahun 2020 adalah 50 temuan, sehingga dapat 

diperhitungkan : 50 / 50 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100% 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2019 adalah 

90%. 

 Jumlah temuan dari Hawasbid, Hatibinwasda, APM dan ZI pada tahun 

2019 adalah sebanyak 63 temuan 

 Realisasi temuan dari Hawasbid, Hatibinwasda, APM dan ZI yang 

ditindaklanjuti pada tahun 2019 adalah 63 temuan, sehingga dapat 

diperhitungkan : 63 / 63 x 100% = 100%. 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 
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100% 

 

b. Persentase Penilaian Anti Korupsi Masyarakat  

Penilaian didapatkan melalui survei anti korupsi yang dilakukan 

minimal sebanyak satu kali dalam satu tahun, kuisioner yang digunakan 

merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan MARI 

melalui aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. Semakin besar nilai persepsi 

anti korupsi, maka semakin besar kepercayaan publik terhadap kinerja yang 

bersih di unit kerja 

Persentase penilaian anti korupsi masyarakat Pengadilan Agama 

Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama tambahan 

yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 100% 

dari perbandingan antara jumlah responden yang menyatakan bebas 

korupsi dengan jumlah responden dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan Persentase penilaian anti korupsi masyarakat pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 

2019 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2020 adalah 

100%. 

 Jumlah responden pada tahun 2020 adalah sebanyak 269 orang 

 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi monitoring survei 

indeks persepsi anti korupsi, nilai yang didapatkan Pengadilan Agama 

Banjarbaru adalah 100% 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2019 adalah 

100%. 

 Jumlah responden pada tahun 2019 adalah sebanyak 269 orang 
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 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi monitoring survei 

indeks persepsi anti korupsi, nilai yang didapatkan Pengadilan Agama 

Banjarbaru adalah 100% 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penilaian anti korupsi masyarakat selama dua tahun terakhir, yaitu : tahun 

2019 (100%) dan tahun 2020 (100%). 

Tahun Jumlah Responden Nilai Survei 

2019 269 100 

2020 269 100 

 
Tabel Data penilaian anti korupsi masyarakat 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 
2019 

1. Persentase 
penilaian anti 
korupsi masyarakat 

100% 100% 100% 100% 

 
Persentase penilaian anti korupsi masyarakat 

 

c. Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  

Meja pengaduan disediakan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP), setiap pengaduan yang masuk harus segera ditindaklanjuti dan 

dibuat perbandingan antara pengaduan yang masuk dan pengaduan yang 

ditindaklanjuti. Setiap bulan akan dibuat rekapitulasi pengaduan yang 

masuk dan Semakin besar presentase pengaduan yang ditindaklanjuti, 

semakin bagus kinerja unit kerja. 

Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat Pengadilan Agama 

Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama tambahan 

yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 100% 

dari perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan 

jumlah pengaduan dan di kalikan seratus persen. 
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Perbandingan Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 

2019 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2020 adalah 

100%. 

 Jumlah pengaduan pada tahun 2020 adalah sebanyak 0 pengaduan 

 Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti adalah 0, sehingga 

diperhitungkan 0 / 0 x 100% = 0 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 0 / 0 x 100% = 0 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2019 adalah 

100%. 

 Jumlah pengaduan pada tahun 2019 adalah sebanyak 0 pengaduan 

 Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti adalah 0, sehingga 

diperhitungkan 0 / 0 x 100% = 0 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 0 / 0 x 100% = 0 % 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

pengelolaan pengaduan masyarakat selama dua tahun terakhir, yaitu : 

tahun 2019 (0%) dan tahun 2020 (0%). 

Tahun Jumlah Responden Nilai Survei 

2019 0 0 

2020 0 0 

 
Tabel Data pengelolaan pengaduan masyarakat 

 

No Indikator Kinerja 
Target 

2020 
Realisasi 

2020 
Capaian (%) 

2020 
Capaian (%) 

2019 

1. Persentase 
pengelolaan 
pengaduan 
masyarakat 

0% 0% 0% 0% 

 
Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat 



 

Pengadilan Agama Banjarbaru 

 
75 

d. Persentase Penilaian Kedisiplinan Pegawai  

Pemberlakukan garis merah pada lembar absensi, dibuat rekap tiap 

bulan. Jumlah pegawai yang hadir dan pulang tepat waktu dibandingkan 

dengan seluruh jumlah pegawai. Semakin besar presentasenya, semakin 

bagus nilai kedisiplinan pegawai. Diperlukan peran tim pengawas 

kedisiplinan untuk membina pegawai yang dinilai kurang disiplin. 

Persentase penilaian kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama 

Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama tambahan 

yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 80% 

dari perbandingan antara jumlah pegawai yang hadir dan pulang tepat 

waktu dengan jumlah pegawai dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan Persentase penilaian kedisiplinan pada Pengadilan 

Agama Banjarbaru selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2019 s.d 2020 

adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2020 adalah 

80%. 

 Jumlah rata-rata pegawai pada tahun 2020 adalah sebanyak 31 orang 

 Realisasi jumlah pegawai yang hadir dan pulang tepat waktu dihitung 

dengan menggunakan aplikasi monitoring sasaran mutu untuk disiplin 

pegawai dan didapat jumlah pegawai yang disiplin rata-rata sebanyak 

adalah 22 orang, sehingga diperhitungkan 22 / 31 x 100% = 73,33 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 73,33 / 80 x 100% = 

91,66 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2019 adalah 

90%. 

 Jumlah rata-rata pegawai pada tahun 2019 adalah sebanyak 26 orang 

 Realisasi jumlah pegawai yang hadir dan pulang tepat waktu dihitung 

dengan menggunakan aplikasi monitoring sasaran mutu untuk disiplin 
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pegawai dan didapat jumlah pegawai yang disiplin rata-rata sebanyak 

adalah 23 orang, sehingga diperhitungkan 23 / 26 x 100% = 88,46 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 88,46 / 90 x 100% = 

98,29 % 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

penilaian kedisiplinan pegawai selama dua tahun terakhir, yaitu : tahun 

2019 (98,29%) dan tahun 2020 (91,66%). 

Tahun Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Disiplin 

2019 26 23 

2020 31 22 

 
Tabel Data penilaian kedisiplinan pegawai 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 
2019 

1. Persentase 
penilaian 
kedisiplinan 
pegawai 

80% 73,33% 91,66% 98,29% 

 
Persentase penilaian kedisiplinan pegawai 

 

2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 

a. Persentase Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu  

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 yang dikelola tepat waktu 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggaran, ketepatan pengelolaan 

anggaran dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang dibuat setiap 

bulan. Apabila presentase realisasi anggaran tiap bulan tidak normal dan 

persentasenya tidak bertambah secara rutin, maka penilaian secara 

penyerapan anggaran menjadi tidak baik. 

Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu Pengadilan Agama 

Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama tambahan 

yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di targetkan 90% 

dari perbandingan antara jumlah keuangan yang dikelola tepat waktu 

dengan jumlah anggaran dan di kalikan seratus persen. 
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Perbandingan Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu pada 

Pengadilan Agama Banjarbaru selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 

2019 s.d 2020 adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2020 adalah 

90%. 

 Jumlah anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 pada tahun 2020 adalah 

sebesar Rp. 4.627.528.000,- 

 Jumlah realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 pada tahun 2020 

adalah sebesar Rp. 4.594.798.000,- sehingga diperhitungkan Rp. 

4.594.798.000,- / Rp. 4.627.528.000,- x 100% = 99,29 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 99,29 / 90 x 100% = 

110,32 % 

 

Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2019 adalah 

90%. 

 Jumlah anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 pada tahun 2019 adalah 

sebesar Rp. 4.352.558.000,- 

 Jumlah realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 pada tahun 2019 

adalah sebesar Rp. 4.263.066.915,- sehingga diperhitungkan Rp. 

4.263.066.915,- / Rp. 4.352.558.000,- x 100% = 97,94 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 97,94 / 90 x 100% = 

108,83 % 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

pengelolaan keuangan tepat waktu selama dua tahun terakhir, yaitu : tahun 

2019 (108,83%) dan tahun 2020 (110,32%). 

Tahun Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi 

2019 Rp. 4.352.558.000,- Rp. 4.263.066.915,- 

2020 Rp. 4.627.528.000,- Rp. 4.594.798.000,- 

 
Tabel Data pengelolaan keuangan tepat waktu 
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No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 
2019 

1. Persentase 
pengelolaan 
keuangan tepat 
waktu 

90% 99,29% 110,32% 108,83% 

 
Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu 

 

b. Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)  

Setiap Barang Inventaris Kantor/Barang Milik Negara (BMN) harus 

terdata di Aplikasi SIMAK BMN, setiap barang yang masuk baik dari 

pembelian belanja modal ataupun dari hibah dan lain-lain harus selalu 

dimasukan ke Aplikasi BMN. Semakin besar presentase BMN yang masuk 

ke aplikasi BMN maka semakin bagus sistem administrasi pencatatan BMN 

unit kerja. 

Persentase pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan 

Agama Banjarbaru di tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama 

tambahan yang telah ditetapkan bersama, untuk capaian kinerjanya di 

targetkan 100% dari perbandingan antara jumlah BMN yang masuk aplikasi 

BMN dengan jumlah BMN dan di kalikan seratus persen. 

Perbandingan Persentase pengelolaan BMN pada Pengadilan 

Agama Banjarbaru selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2019 s.d 2020 

adalah sebagaimana rincian dibawah ini : 

Tahun 2020 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2020 adalah 

100%. 

 Jumlah pengadaan belanja modal atas Barang Milik Negara (BMN) 

pada tahun 2020 adalah sebanyak 2 unit. 

 Jumlah realisasi Barang Milik Negara (BMN) atas belanja modal tahun 

2020 yang masuk dalam aplikasi BMN adalah sebanyak 2 unit, 

sehingga diperhitungkan 2 / 2 x 100% = 100 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 
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Tahun 2019 : 

 Target berdasarkan Indikator Utama Tambahan Tahun 2019 adalah 

100%. 

 Jumlah pengadaan belanja modal atas Barang Milik Negara (BMN) 

pada tahun 2019 adalah sebanyak 3 unit. 

 Jumlah realisasi Barang Milik Negara (BMN) atas belanja modal tahun 

2019 yang masuk dalam aplikasi BMN adalah sebanyak 3 unit, 

sehingga diperhitungkan 3 / 3 x 100% = 100 % 

 Capaian kinerja = realisasi / target x 100 persen = 100 / 100 x 100% = 

100 % 

 

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam 

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) selama dua tahun terakhir, yaitu : 

tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (100%). 

Tahun Pengadaan BMN BMN Masuk Aplikasi 

2019 3 3 

2020 2 2 

 
Tabel Data pengelolaan Barang Milik Negara 

 

No Indikator Kinerja 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian (%) 
2020 

Capaian (%) 
2019 

1. Persentase 
pengelolaan barang 
milik negara 

100% 100% 100% 100% 

 
Persentase pengelolaan barang milik negara 

 

B. Realisasi Anggaran 

Capaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya 

untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, 

program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis capaian kinerja 

selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan 

kegiatan-kegiatan dan atau program yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru 
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Tahun 2020 yang diolah berdasarkan analisa pengukuran capaian indikator 

kinerja, bahwa pada Tahun 2020 Program dan Kegiatan yang diuraikan telah 

memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarbaru.  

Mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, 

maka kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru untuk Program Kerja Tahun 2020 

dipandang cukup baik walapun jauh dari sempurna. Usaha perbaikan terus 

dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya, diantaranya 

menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana 

kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk 

kepada rencana hasil yang akan didapat.  

Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan 

profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan 

kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan 

kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru dapat meningkat lebih sempurna lagi.  

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan. Tahun 2020 Pengadilan Agama Banjarbaru 

menerima 2 jenis DIPA, yaitu DIPA 01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, 

Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.626.028.000,- serta DIPA 04 

yang terdiri dari Program Bantuan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 

1.500.000,-. Berikut ini uraian rencana dan realisasi anggaran keuangan T.A 

2019 Pengadilan Agama Banjabaru : 

 
1. Belanja Pegawai 

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) 

Tahun 2020 ini Pengadilan Agama Banjarbaru mendapat dana untuk 

Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.599.597.000,- 

b. Realisasi/pelaksanaan 

Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2020 

sebesar Rp. 3.569.588.106,- atau sebesar 99,17%. 

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan 

Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 30.008.894,- atau 0,83%              

dapat  diuraikan sebagai berikut: 
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No Jenis Belanja MAK Sisa (Rp) 

1 Belanja gaji pokok PNS 511111 17.600 

2 Belanja pembulatan gaji PNS 511119 7.891 

3 Belanja tunj. Suami/istri 511121 4.100 

4 Belanja tunj. Anak 511122 2.814 

5 Belanja tunj. Struktural PNS 511123 0 

6 Belanja tunj. Fungsional PNS 511124 50.000 

7 Belanja tunj. PPh PNS 511125 35.209 

8 Belanja tunj. Beras PNS 511126 107.280 

9 Belanja uang makan PNS 511129 29.484.000 

10 Belanja tunj. Umum PNS 511151 100.000 

11 Belanja tunj. Kemahalan Hakim 511157 200.000 

 Jumlah  30.008.894 

 

2. Belanja Barang 

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) 

Dalam DIPA 01 pagu belanja barang pada rencana kerja 

anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 

2020 terdapat output yaitu Layanan Perkantoran (1066.994), dengan 

rincian sebagai berikut : 

 1066.994.002, Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 

1.001.431.000,-. 

Total keseluruhan dalam DIPA 01 untuk pagu belanja barang yaitu 

sebesar Rp. 1.001.431.000,-. 

 

Dalam DIPA 04 yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Agama, terdapat satu output yakni Perkara Peradilan Agama yang 

diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) (1053.003) : 

 1053.003.051, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara 

sebesar Rp. 1.500.000,- 

Total keseluruhan dalam DIPA 04 untuk pagu belanja barang yaitu 

sebesar Rp. 1.500.000,-. 
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b. Realisasi/pelaksanaan 

Realisasi belanja barang DIPA 01 Pengadilan Agama Banjarbaru 

tahun 2020 sebesar Rp. 999.635.455,- bila diprosentasekan atas  

seluruh  MAK  belanja barang DIPA 01, maka prosentase  realisasi 

belanja barang sebesar 99,82%. 

Realisasi belanja barang DIPA 04 Pengadilan Agama Banjarbaru 

tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000,- atau bila diprosentasekan atas 

seluruh MAK belanja barang DIPA 04, maka prosentase realisasi belanja  

barang sebesar 100%. 

 

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan 

Sisa anggaran pelaksanaan dalam DIPA 01 pagu belanja barang 

pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama 

Banjarbaru tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.795.545,- atau bila 

diprosentasekan sisa anggaran pelaksanaan pagu belanja barang dalam 

DIPA 01 sebesar 0,18%. Sedangkan untuk sisa anggaran pelaksanaan 

dalam DIPA 04 pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran 

kementrian lembaga Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2020 yaitu 

sebesar Rp. 0,- atau  bila diprosentasekan sisa anggaran pelaksanaan 

pagu belanja barang dalam DIPA 04 sebesar 0%. 

 

3. Belanja Modal 

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Banjarbaru mendapat Belanja 

Modal sebesar Rp. 25.000.000,-. 

 

b. Realisasi/pelaksanaan 

Realisasi belanja modal DIPA 01 Pengadilan Agama Banjarbaru 

tahun 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-, bila diprosentasekan realisasi belanja 

modal sebesar 100%. 
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan 

Sisa anggaran pelaksanaan dalam DIPA 01 pagu belanja modal 

pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama 

Banjarbaru tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 0,- atau bila diprosentasekan sisa 

anggaran pelaksanaan pagu belanja modal dalam DIPA 01 sebesar 0%. 
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A. KESIMPULAN 

 

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama 

Banjarbaru tahun 2020 memberikan penjelasan umum mengenai 

organisasi beserta aspek stategis organisasi dengan menyajikan 

permasalahannya secara umum (stategic issued) yang sedang dihadapi. 

Laporan juga menyajikan pencapaian kinerja instansi Pengadilan Agama 

Banjarbaru pada tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir. 

 

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Banjarbaru 

merupakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung 

RI. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat 

memenuhi target masing-masing dan sesuai dengan rencana, sebagian 

bahkan mampu melebihi target yang direncanakan. Sebagian yang belum 

mencapai target akan menjadi bahan evaluasi kedepannya dan akan 

diberikan solusi sehingga dapat menjadi lebih baik dimasa akan datang. 

 

3. Pencapaian indikator kinerja Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 

2020, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

terdiri dari 6, yaitu : 

1) Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan, dengan 

target 100% dan capaian 100% 

2) Persentase perkara perdata angama yang diselesaikan tepat waktu, 

dengan target 98% dan capaian 100,33% 

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, 

dengan target 98% dan capaian 101,37% 

4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, 

dengan target 98% dan capaian 101,78% 

5) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, 
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dengan target 98% dan capaian 101,91% 

6) Index Kepuasan Pencari Keadilan, dengan target 90% dan capaian 

102,68% 

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, terdiri dari 

4, yaitu : 

1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu, dengan target 100% dan capaian 100% 

2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan 

target 12,5% dan capaian 225,84% 

3) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan 

PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan target 

100% dan capaian 100% 

4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus, 

dengan target 0% dan capaian 0% 

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan, terdiri dari 4, yaitu : 

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan target 100% 

dan capaian 100% 

2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, 

dengan target 0% dan capaian 0% 

3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum), dengan target 0% dan 

capaian 0% 

4) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum, 

dengan target 100% dan capaian 52,6%. 

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap outusan pengadilan, terdiri dari 1, 

yaitu : 

1) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi), dengan target 100% dan capaian 100%. 
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4. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung RI, Pengadilan Agama Banjarbaru juga menetapkan Indikator 

Kinerja Utama Tambahan sebagai pelengkap dalam monitoring atas 

kinerja, dimana indikator tersebut terdiri dari : 

a. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan kepuasan masyarakat, 

terdiri dari 4, yaitu : 

1) Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang 

ditindaklanjuti, dengan target 100% dan capaian 100% 

2) Persentase penilaian anti korupsi masyarakat, dengan target 100% 

dan capaian 100% 

3) Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat, dengan target 

100% dan capaian 0% 

4) Persentase penilaian kedisiplinan pegawai, dengan target 80% dan 

capaian 91,66% 

b. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN, terdiri dari 2, yaitu : 

1) Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu, dengan target 90% 

dan capaian 110,32% 

2) Persentase pengelolaan Barang Milik Negara, dengan target 100% 

dan capaian 100% 

  

B. ANTISIPASI 

Adapun 6 (enam) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 

100% pada tahun 2020 dikarenakan masih belum maksimal pelaksanaannya 

serta pula tidak ada kegiatan yang sesuai dengan indikator yang diacantumkan, 

namun Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan beberapa langkah 

ansipatisi apabila tahun - tahun yang akan datang ada kegiatan yang 

berhubungan dengan indikator yang dimasukan serta dimaksimalkan 

pelaksanaannya agar dapat mencapai target 100%, langkah-langkah tersebut 

antara lain: 

a. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala dalam rangka 

peningkatan SDM pegawai; 

b. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 

Pelayanan Pengadilan; 
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c. Optimalisasi penggunaan aplikasi baik yang berhubungan dengan 

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan; 

d. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama 

Banjarbaru. 

e. Mengusulkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pemenuhan 

indikator kinerja yang memerlukan dana seperti sidang di luar pengadilan 

dan juga Posbakum. 

 

 

Banjarbaru, 25 Januari 2021 
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, 
 
 
 
 
H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. 
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